WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa untuk memenuhi amanat Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor : 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6
(enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang
Perubahan Keduan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21
Tahun 2015

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Menetapkan

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 29

Dihapus.”



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 23 ~ Nopember 2016

WALIKOTA MOJOKERTO
ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,IM.5I.
Pembina Utama Madya
MNIP 19570917 198309 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :
375-11/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

[. PENJELASAN UMUM

Amanat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota
Mojokerto menetapkan bahwa Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
10 Tahun 2011 untuk dibatalkan.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka penting bagi Pemerintah Kota
Mojokerto melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut yang diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan semangat tata kelola

pemerintahanyang baik (good governance).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR



